
PERATURAN
I INIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 05 TAHUN 2007

TLNTANG

0IiCANISASI DAN 'IAI'A KEIIJA SIiNAI'

UNIVTi,RSII'AS NEGERI YoCYAKAIiT'A

ItI]K'IoR T]NIVIiIISITAS NECIJRI YOGYAKARTA

Mcnimban[ : a. hahrva r',ntuk ketancaran tata kerja scnat llniversitas Negeri Yogyakarta perlu disusun

,rrlilnisJsi drn lalil kcri3nva:

b. bahwa Organisasi aun i:"t'" i"4u S"not I Inivcrsilaq \chagaimana dimaksud pada huruf a

pcrlu ditctapkan dcngan pentumn universilas'

Mcngingat : I . t lndanS-unJang Nomor 20 'l'ahun 2003 lcntang Sistcnr Pendidikan Nasional ( Lembara

Negara Rcpublik lndon"sia raiun :oo3 Nomor 78' 'fambahan Lembaran Negara Republik

lntloncsia Nomor 4301 );
2. Pcraturan Pemcrintah Nomor 60 Tahun 1999 tcntang Pendidikan Tinggi;

3. Kcputusan Presiden Republik lndonesiaNomor 93 Tahun,lgqg tentang Perubahan

lnstitut Kcguruan l)an llmu Pendidikan Yogylkarta menladl

Univcrsitas Negcri YogYakana:

4. Keputuan Presiden Rciublik lndoncsia Nomor l8/M lahun 2006 tentang Pengangkatan

Rektor Universitas Negeri Yogyakartai

5. Keputusan Menteri Pendidik; dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomot 27410.11999

tcntang Orgirnisasi dan Tata Kcria tJnivcrsilds Negcri YoSlakarla;

6. Keputisan-Mentcri Pendidikan i\asional Nomor 003/o/2001 tentang Statula Universitas

Yogyakarla:
7. Pcraturan Mcntcri l)cndidikan Nasional Nonror 311 lahun 2006 tentang Persyaratan Dan

Tata Cara Perpanjangan Batas t]sia Pensiun Guru Besar Dan Pengangkatan Guru Besal

Ilmeritus.

Menetapkan

Dcngan Persetuiuan llersama

SENAT UNIVERSII'AS NEGERI YO(iYAKARTA
dan

RF,KTOR UNIVERSTTAS NEGt]RI YOGYAKARTA

MEMTITIJSKAN:

: PERATURAN UNIVERSTIAS TENTANG ORGANISASI DAN 'TATA KERJA

SENAT TNIVERSITAS NEGI]RI YOGYAKARTA.

BAB I
KITENTUAN UMUM

Dalam peraturun ini yang dimaksud dcngan: 
Pasal I

l Universitas adalah Universitas Ncgeri Yogyakarta'

2. Rektor adalah rcktor universitas.

3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan universitas

4. Dekan adalah clekan fakultas di lingkungan univercitas'

5. Senat adalah senat universitas

6. Ketua senat idalah rektor.

I



7.

8.

9.

Sekretaris senat adalah sckretaris senat universitas'

Komisi adalah komisi scnal universilas'

;ffiffiil;;;iasa iakultas di lingkungan universitas yaflg telah memiliki Nomor lnduk

Peeawai Negeri SiPil'

10. t';;;*i ;";, ;";;?c4a Senat adalah pedoman dasar yang mengatur orgaoisasi dan tata keia

senat.

f f. f".ti.Uuog- uaaah pendapat senat yang merupakan ma'sukan terhadap gagasan atau rancangan

mengenai ie'uatu hal yang dilakukan dalam rapat senal

rz. i;i..3rjr* .J"r"r, pendaiat dan/atau kepurusan senar yar,g bersifat menerima atau tidak

menerima suahl gagasan atau rancangan mengenai sesuatu hal' yang dilakukan dalam rapat

pleno senat.

13. Pengesahan adalah pcnetapan senal terhadap usulan keputusan yang telah mendapatkan

persetujuan olch Pihak lain'

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

( l) Scnal h('rl('dullukan di universitas 
.

iii S"""i ."-p"r"" lradan normatif dan perwakilan tertinggi pada universitas yang berwenang

menrhcrikan pcrtimbangon, p"""t'juu;, aun pengesahan terhadap rancangan peraturan univemitas'

Pasal l
Scnat mcnrPunyai iugas:

n. Mencnlukun :-' 
i'. 

- 
*iri" 

""ir"tsitas' 
otonomi kcilnuan' dan kebebasan aladcmik;

2. l,cSiiakan da\rr lcnrang tri dharml J'erguruan tingFi:.

J. kchiilkan Jusar lcntang an$garan pendapatan dan bcllnJa untvercr(as:

4. kcbijakan dasar tentang pembulaan' penuruparl' dan Pengubahan nama fakultas' jurusan'

progranl sludi. p.og.urn p*"u.ar|una. 
' 
lembirga pengcmbangan pendidikan pengajaran dan

aktivitas instruksional,pengcmbangan lembcga pencliiian' p:n!embangan lembaga pengabdian

kepada masyarakat, dan pengembangan ptrsat-pusat layanan kepada masyarakat;

5. kebljakan dasar tentang pengembangan organisasi dan manajemen universitas;

;. ;;;'b;ri^,r pertimban;an lenait<an".labat-an dosen ke lektor kepala dan pemetujuan k€naikan

jabatan dosen ke Guru Besar'

b. Menetapkan peraturan universitas tentang:

l. pemilihan pimpinan univeBitas, fakultas, program

) n€mberian selar Doklot Hofiori! Causa:

;. ;;;;j;;; i"* usia pensi,n Guru Besardan pcngangkatan Guru Resar Emcritus:

4. prosedur usulan kenaikan jabalar/pangkal dosen:

5. pemberian penghargaan ahademik'

c. Memberi pertimbangan pcraturan tentang:

1. daya tampung mahasiswa universitasi

2. layanan penaiaran, baliat, minat, dan kesejahteoan mi'hasiswa;

3. penerimaan banluan, hibah, pinjaman. dan kerjasar'ra:

4. tata upacaE resmi universitas'

BAB ]II
KEANGGO'IAAN

Pasal 4

(1 ) Anggota sendt terdiri atas:

a. Guru Besar Yang telah dikukuhkan ;

b. anggota ex fficio'. rcktor, pe mbantu rektor, dekan'

ketua lernbaga;

c. anggota senat wakil dosen fakultas'

pa:casarjana, dan lembaga;

direktur program pascasad ana, dan



12 t Masa tugas anggota senat : 
scjak yang hersangk utan ditctapk'rn olch rektor dan bemkhir

a. Guru Besm memiliki masa tugas

. :li:"'ffi',1;-.fr;XxlilfflHrsJU' 'cjak vxns berscnsr'uran dirantik sampai dengan masa

" *';t"f:t"*",1f'li'i$"i*u"u' "'il!ki masa tusas 4 (empat) tahun seiak ditetapkan oteh

rektor.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi senal terdiri atas:

a. ketua;
h- s€kretads;
c. komisi :

l. ketua;
2. sekrctaris;
3. anggota'

Pasal 6

( I ) Ketua senat 9ii"u"t 
a"*,tt 

^,as pelaksanaan tugas-tugas senat sebagaimana dimaksud

(2) Ketua senat bertanggung lawao a

nada Pasal J peraturan lnr' 
harian senat' ketua senat dibantu oleh seorang

(3) balom melaksanakan lugas-tugas

sekretatis scnat'

Pasal 7

( 1) Sekrctaris senar dijabat oleh anggota senat dengan jabatan fungsional Gum Besar'

rrl Sekrclaris scnrt berlugas:
'_' Ir n,"f"f*"n"f "n 

lugas-lugas haritn 'encli
h. hcrtlrJirk lxs nsnril tt"ru' t"ni '"i"tot't"ndaflal 

nr ndrl Jxri kclua senat:

" ,r",ti,'t'" '""t.r- 
*crja rlun.anr'r'nrorr tahunan scnal'

J. rncnctirplarr Prirrrrl:ts matcn t'lil ;tm.i*rPat rcflulun scn'l sesuai dengan urgensrnya

,,, *i:::,Il Hixil:",TT:Ji[::"]iH:iii"i'i' "':i't'rircrapran 
oreh rckror

Pasal 8

scnat lerdiri at s komisi-komisi scbagat bcrikut:
'''" ,. x'".;.i ir"it' KomisiTri Dharma Pergtlrucn I rnggri'

t. x".i.i iir"i'' x"misi organisasi kcuangan dan Adminislrrsr: 
'

i. 'ri".i"i iiiy"ru' romisi Kcmahasiswarn' Alumni dan kehidupan kampus'

d. Komisi lV yaitu Komisi Pcngembangan;

e. KomisiV Yaitu Komisi Guru B(jsar'

Pasal 9

t' 
' 'l*f, [".Ltiir'.*m r.urcangan kebijakan dasar di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan

pelgabdian kepada masyarakat;

b. merumuskan .-"*gun ,iu u du" lolok ukur p':nyelenggaraan pendidikan dan pengajaran'

penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat;

c. mengkaji rancangan pengcmbangan kurikulum dan pelaksanaan sistem kredit semester'

3



12) l rgrs Koniisi Il:
a. mcnrmuskan rancangan kebijakan penggalian sumbcr dana dari pemerintah ,masyarakat, dar

sumhcr hin yang tidak mengikar;
b. mcngkaji rancangan rcncana anggaran pendapatan dan bclanja universitas;
c. nletumuskan rancangan kebijakan organisasi dan tala kcrja, administrasi keuanganda

kescjahtcraan dosen dan tenaga administrasi;
d. mengkaji rancangan laporan pertanggungjawaban pimpinan di bidang organisasi, keuangan, da,

administrasi kcuangan.
(3) Tugas Komisi III :

a. merumuskan rarcangan kebijakan norma, perilaku. dan kepribadian mahasiswa;
b.merumuskan rancangan kebiiakan layanan dan pengembangan ke mahasiswaan di bidan

penalaran, baknt, minat. dan kesejahteraan mahasiswa;
c. memmuskan rancangan kebijakan hubungan kerjasama antara almamater dengan alumni.

(4) Tugas Komisi lV;
a. merumuskan rancangan kebijakan pengembangan universitas untuk menerjemahkan visi, mis

dan strategi pengembangan sumber dayajangka pendek, menengah, dan panjang;
b. merumuskan ranca,rgan kebijakan desentralisasi ntanajemen universitas;
c. memmuskan rancangan pertimbangan kepada pimpinan univetsitas dalam hal kebijaka

pengembangan universitas:
d. merumuskan rancangan kebijakan hubungan kcrja sama antara universitas dengan masyaraka

lembaga, instansi baik narsional maupun intemasiolral.
(5) Tugas Komisi V

a. merumuskan, mengembangkan, dan memantau standar akadcmik;
b. merurnuskan, mengembangkan, dan memantau ctika akadernik;
c. merumuskan rancangan kcbijakan oenilaian prestasi akademik. kecakapan, dan

kepribadian dosen;
d. merumuskan rancangan kebijakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan

otonomi keilmuan pada universitas;
e. merurnuskan rancangan kebijakan pemberian oenghargaan kehornatan dan tandajasa akademik;
f. merumuskan kebijakan kultur univcrsitas;
g. merumxskan rancangan tatacara persetlrjuan perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan

pengangkalan Curu Besar Emeritusi
h. merunruskan mncangan kebijakan pemberian gelar Doktor //onoris Causa.

Pasal l0
(l) Seti.rp anggota senat menjadi anggota salah satu konrisi yaitu Komisi I, [, III, atau IV yang

ditetapkan berdasar pilihan yang bersangkutan dan perimbangan jumlah anggota setiap komisi.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) dilakukan oleh sekretaris senat.
(3) Setiap Guru Besar menjadi anggota Komisi V.
(4) Susunan,jumlah anggota komisi, dan nama komisi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan setelah

mendapat persetuiuan senat.
(5) Anggota senat ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal I I
( 1) Senat dapat membentuk panitia ad roc yang anggotanya terdiri atas anggota senat ditambah

unsur lain sesuai kebutuhan.
(2) Panitia ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan rektor.
'(3) Panilia ad hoc melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat keputusan

penga]tgkatannya.



BAB V
PEMILIHAN SEKRETARIS SENA'I'

KETUA DAN SEKRETARIS KOMISI

Pasal 12

( 1 ) Pemilihan sekrelaris senat dilaksanakan dalam rapat tertutup senat'

i2) Pemilihan dipimpin olch rektor selaku ketua scnal sebagai pemimpin rapat dan

didompingi oleh salah satu anggota seoat scbagai sekretaris rapat setelah mendapat

lrirsclujutm rapal.

13) ircktor.selaku ietua senat mengejukan calon sekretaris senat I ( satu) orang atau lebih'

(4) Pcmilihan sckrctads senat dilaksanakan dengan mrrsyawarah untuk mufakat atau pemungutan

suara olch anggota senat yang hadir dalam rapat'

(5) Calon sekrctaris senat yang disetujui dalam musyawarah atau yang memperoleh suara

tcrbanyak disahkan menjadi sekretaris senat'

Pasal 13

(l) Ketua dan sekretaris komisi dipilih setelah kcanggotMn komisi lcrbentuk'

izj Rapat tomisi untuk pemilihan ketua dan sekretaris komisi dipimpin oleh salah s€orang anggota

komisi sctelah mendapat pe6etujuan rapat'

(:) fctuu Aun ."f.."tutis konrisi dipiiih oleh anggota komisi dengan cara musyawarah rmtuk mufakat

atau dengan Pemungutan suam.

(4) Ketua dan seketaris komisi ditetapkan dengan keF\utusan rektor'.

iij ii"ir" a"" *t."ris komisi memiunyai masa tugas 4 (empat ) tahun sejak yang bersangkutan

ditetapkan oleh rektor.

BAB V]
KEGIATAN DAN TATA KERJA

Pasal 14

(1) Rapat senat terdiri alas rapat pleno tertutup, rapat pleno terbuka' rapat antarkomisi'

rapat komisi, dan rapat-rapat lain.

(2) Rapat pleno tertutup senat:' ' 
a. memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau pcngesahan:

l. statuta universitas, otonomi keilmuan, dan kcbebasan akademik;

2. kebijakan dasar tentang tri dhama perguruan iinggi'

3. kebijakan dasar tentang anggaran pendapatan 
'ian 

belanja uni'ersitas-

4. kebijakan dasar tentarlg pembukaan, penutupan, atau pengubaian narna fakultas,jurusan'

program studi, program pascasarjana, dan lembaga pengembangan pendidikan pengajaran

dan aktivitas instruksional,
5. pengembangan lembaga penelitiai, lembaga pengabdian kcpada masyamkat, dan pusat-pusat

layanan kepada masyarakat.

6. kebijakan dasar tentang pengembingan organisasi dan manajemen universitas

b. memberikan pertimbangan dan/atau perseluj uan terhadap rancangan peraturan

universitas tentang:
l. pernilihan pimpinan universitas, fakultas, proglam pascasarjana, dan lembaga;

2. pemberian gelar doklot Honoris Causa:

3. perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar Cnn pengangkatan Guru Besar Emeritus:

. 
4. pemberian pengharyaan akademil.



(l)
(2)
(3)
(4)

6)

c. membedkan pengesahan peratumn tentang:

1. daya rampung mahasiswa unive!'sitas;

i. tul rnun i"nui-un, bakat, minat, dan keseiahteraan mahasisua;

3. Jenerimaan bantuan, hibah' pinjaman' dan kerjasama;

4 uticala resmi universitas;

5. prosedur usulan kenaikan jabatan/pangLat dosen'

(3) Rapat pleno terbuka senat untuk melaksanakan upacara resmi universitas:

a. dies natalis;

b. wisuda lulusan So. Sr, Sl. dan S:;

c. pcngtrkuhan Guru Besarl

.l ncn{an(kalan Guru Resar Emeritus

". rlri"ri* 
p*grt"rgaan kehormatan dan tandajcsa akadcmik:

f. pcmbcrian gelar doklor llonoris (-ousa'

g. pclepasan Cur.r Besar Penslunl
f,. n"ngttot .nun curu Besar yang meninoaalduniu:

i. ,^j'nl.i.*n ruru."n s2. s3 luar negeriiin dalam negeri bukan lulusan Universitas Negeri

\irSyakdrta .

Pasal l5

Rrnirt lcnultrp scnal diselenggaralan I (salu) kali dalam 2 (dua) bulan'

iiri."ii"iri,''p."""t,lapat d-it-ambah scsrrai kebuluhrn dan/alau urScnsinya'

,tg.'nan ,up"i,".tr,up senat disusun oleh sekretcris senat

p"n,,rrh:rhan- ocnombchan. alau pengurangan agcnda rapat lcnutup senat diusulkan oleh anggola

il:: ;:ht ;;;,;;;;."p"' ."'t'-'r" 'up' 
dan disetujrri oleh.anggora vansi-adir'

iil;;;;;;;i;;xG scnat disiapkan dan ditandatungani otch sckretaris senat dan dikirim kepad'

;;;"-*;;;;il;i-'l".batnva 1-(satuj minggu sebelumnva' kecuali dalam keadaan mendcsak

Pasal 15

(1) Rapat terbuka senat dis!'lenggarakan sesuai kebutuhan'

izi ,qn'".i" ,"or,,".uuka senat-d]susun oleh seketaris senat be$ama-sama dengan unit terkait'

,'1\ I l;dqho,n ranal tc.b.rla senat disiapian d^ d;tundutuogoni oleh rektor s€laku ketua senat dao dikirim

''' ;#;;;#;; il o- pit'"1i"'L"i' s trima) hari ketja sebelumnva' kecuali dalam keadaan

mendesak

Pasal 17

( I ) RaDat komisi diselerggarakan I (satu) kali dalam I (salu) bulan-

iii ri"i", r.rni.ia"pat diimbah sesuai kebutuhar dan/auu urgensinva

)it o"!.ar.uou, fo.isi disusun oleh kerua atau sekre:aris komisi'

);l ;il;;;;;;;k..lti Ji"i"pr.- a- aitandatansani oleh ketua atau sekretaris komisi

'-' o";;tu:;*;'"r"du unggoo rto,niti t"tu,nbat-lambatnva 5 (lima) hari kerja sebelumnva'

kecuali dalam l.eadaan mendesal'

Pasal 18

(1) Rapat antar kdmisi diselenggarakan I (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai

kebutuhan.
{2)'Asenda rapat antar komisi disusun oleh sekretans senat

iii iiia-g-'r"p" -tar komisi disiapkar' ditandatansarri oleh sek*lil:.*1"'
dan dikirim kepada p€serta rapat selambit-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnyq

kecuali dalam keadaan mendesak'

(



Pasal 19

( I ) Rapat panitia ad &oc diselenggarakan sesuai kebutuhan dan ketentuan dalam sumt keputusan rektor

tentar.g panitia ad hoc.
(2) Agenda mpat panitia dd ,oc disusun oleh ketua
(3) Undangan rapat panitia ad lroc disiapl'an dan ditandatangani oleh ketua panitia ad rroc dan dikidm
(4) kepada .mggota panitia selambat-lambatflya 5 (lima) hari kerja sebelum rapa dilaksanakan, kecuali

dalam keadaan mendesak.

Pasal 20

(l) Rancangan perumusan kebijakan. peraturan, usulan kcgiatan, dan hal-hal lain yang telah dlbahas dan

disusun olelikomisi, antar komisi, oleh paritia ad hoc pada rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal

t7
ayat (3), l8 ayat (2), dan 19 ayat (2) dapat diusulkan untuk diagendakan dan dibahas dalam rapat

tertutup senat.

(2) peneniuan prioritas mncangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk dibahas ditentukan dalam

rapat tertutup senat.

Pasal 2l
( I ) Rapat tertutup senat dibuka oleh pemimpi rapat sesuai dengan waktu yang telcantum pada undangan

dan dapat dilanjutkan apabila peserta rapat telah memenuhi kuorum

(2) Kuorum rapat tertutup senat sebanyak 2/3 jumlah anggota senat.

i3),,\pabilakuorumtidakterpcnuhi,mpatdihentikar,sementraselama15(limabelas)menit,kemudian
dilanjutkan tanpa mempcrhatikan kuorum.

(4) Anggota snat yang hadir terlambat diperbolehkan atau tidak diperbolehkan masuk ruang rapat

tcrgantung keputusan rapat.
(5) Arugota scnat yang hadir dalam rapat mempunyai l,ak bicara' mengemukakan pendapat, hak

nrcmilih dan dif,ilih.
((, I llr\il rupat harus dirahasiakan atau tidak harus dirahasiakan tergantung keputusan rapat'

(7) Anggota scnat yang tidal hadir dalam rapat yarg menghasilkan suatu keputusan harus menedma

kcPutusan raPat.

Pasal 22

(l) I'cngarnbilan kcpulusan dalam rapat dilakukan dcngan musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila tidak dapat diambil keputusan scbagaimana riimaksud pada ayat (l) keputusan diambil

dengan
pemungutan suara.

(3) Hasil keputusan dengan pemungutan slara dapat diicrima apabila mendapatkan minimal 50 (lima

puluh) persen ditambah l(satu ) suara peserta rapat yang hadir.

(4) Apabila jumlah suara belum nlencapai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemungutan suara

diulang sampai diperoleh jumlah suara berbeda.

(5) Hasil rapat diperbanyak dan disampaikan kepada senlua anggota senat pada rapat berikutnya.

Pasal 23

( 1) Anggaran belanja senat disusun oleh komisi II dengan memperhatikan progra-m kerja senat dan

komisi.
(2) Rancangan anggaran belanja senat dibahas dalam rapat antar komisi untuk diusulkan kepada panitia

anggaran melalui sekietaris senat.

. BAB VN
TATA CIARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN DAN PENGESAIIAN

Pasal 24
(l) Rancangan pertimbangan, p€rsetujuan, atau pengesahan senat terlcbih dahulu dibahas secara bertaha;

oleh mpat komisi dan antar komisi.



(2) Pengambilan keputusan atas rancangan scblgaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai

ketentuan Pada Pasal 22.

BAB VIII
MEKANISME KERJA SENAT KOMISI SENAT DAN PANITIA I' AOC

Pasal25

(l) Pengadaan baban rapat komisi. antar konisi, dan/atau panitia url,fiot'dapat berasal dari pimpinan

universitas. sivitas akademika, tcnaga adminstrasi. alumni. dan pihak-pihak lain
(2) Penyiapan bahan rapat sebagaimana disebut pada ayat (l ) dibahas pada rapat tertutup senat oleh

komisi da atau panitia adroe
(3) Hasil rapat tertutup senat dapat berupa edamn, pengttmuman, suplemen, dan lain-lain-

BAB IX
PENGHORMATAN BAGI GURU BESAR PENSITIN GURU BESAR EMERITUS DAN

GURU BESAR. MENINGGAL DLTNIA

Pasal 2(r

(l) Guru Be.ar yang memasuki masa pensiun dilepas dalam rapat terbuka senat.

(2) Guru Besrar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menyampaikan pidato pelepasan.

(3) Guru Besar emeritus dapat diberdayakan bagi pengemba;rgan uxilersitas yang akan diatur dengan

peraturan rektor.
(4) Guru Besar yang meninggal dtmia mendapat penghormatan terakhir dengan upacara yang diatur

dalam peraturan univeritas.

BAB X
ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

Pasal 27

( I ) Kcrja idministratif kesenalan dilaksanakan oleh unstr pclaksana administrasi dan bertanggung
jlwab kcpada sckretaris senat.

(2) I lnsur pclaksana administrasi terdiri dari seoang ketua dan sejumlah anggota pelaksana.

(3) linsur pelaksana administrasi mempunyaitugas mcldkukan urusan administmsi dan urusan rumah

1rtn88o scrrfll,

(4) Krru lcltksana administr si scnat menyusun uraian lugas anggota pelaksana dengan persetujuan

sekrclaris scnat.
(5) Jumlnh anggota pelaksana discsuaikan dengan kcbutuhan.
(6) Kctua dan anSgotl pelaksana adlrrinistrasi diangkat dengan keputusan iektor.
(7) Sekrctariat scnat nlcmpunyai ruang kanlor dan inve:rtaris sesuai dengan kedudukan, tugas, dan

fungsi scnat.

BAB X]
LAIN-I-ATN

Pasal23
(l) Setiap an8gota senat harus melaksanakan tugas kesenatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

PeEturan ini.
(21 Anggota senat er-olJicio yangbethalangan tetap dibelhentikan dan digantikan oleh anggota senat

baru untuk menenrskan sisa masa tugas yang pcnetapmnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Anggota senat wakil dosen fakr.rltas yang berhalangan tetap diberhentikan dan digantikan oleh

anggota senat baru untuk meneruskan sisa masa tugas yang pcnetapannya sesuai dengan ketentuan

yang berltrku melalui mekanisme pemilihan.
(4) Anggota senat yang tidak dapat hadir pada rapat tertutuP. terbuka. komisi, atau antar komisi yang

menjadi bagian dari tugasnya pcrlu memberitahu kepada sekretariat senat.



Pasal 29

( I ) Sck rct:rris scnat. ketua komisi. dan sekreraris komisi mendapat honorarium setiap bulan sesuai

dcngan lcte0tlan dalanl surat keputusan rektor.

(2) Setiip anggota senat yang hadir dalam rapal-rapat mcndapat uanS transpolt dan uang sidang sesuai

dengan ketcntuan dalam kcputusan rektor.

(3) Anggola panilia drl ,oc mcndapal ho,rorarium scsuai dcngan kctenluan dalam surat keputusan rektol

tenlang pengangkalannya.

(1)
Pasal l0

Koonlinasi kegiatan scnat dcngan unit-Lrr,it struktural pada univcrsitas atau unsur lain menjadi

tanggung jawab s.krelaris senat dan dilakukan sesuai dcngan kesepakatan yang telah disetujui

bersama dalam Prosedur Operasi Baku antara senat dan unit-unit dan unsur terkaif.

Ketentuan tentang Prosedur Operasi Baku ditehpkan dengan pcraturan tersendir'

Hal-hal yang belum diatrlr dalam petatuan ini akan diatur kemudian dengan peraturan teN€ndiri.

Segala pcnyimpangan dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan

tertulis dali rcktor setelah mcndapat pertimbangan sena1.

BAB XII
PENI]TUP

Pasal 31

Dengan ditetlpkannya pemturan ini, maka Peraturan Universitas Nomor: 02lPU/2004 Tentang Organisasi

Dan'l'ata Keria Senat Universitas Negeri Yogyakarta din)atakan tidak bcrlaku.

(2)
(3)
(4)

Pasal 32

Peraturan ini berlaku seiak tanggal ditetapkan.

l9 Desember 2007

NIP Il0(187389


